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Empat Hotel
Menunggak Pajak

@ Sambungzn Hal 13

“Dalam internal pansus

yang hangat dan mencu- -

at adalah wacana untuk
penghapusan piutang pajak
yvang diatur dalam Perwal
19/2015. Wacana ini mun-
cul salah satunya karena
Pemkot kesulitan menelu-
suri keberadaan wajib pa-
jak.” kata dia.
Menurutnya, pengha-
pusan piutang tak tertagih

adalah solusi yang tera-,

khir. Dia mendesak kepa-
da Pemkot setempat, pri-

oritas utama yang harus
dilakukan oleh eksekutif
adalah menagih. Jika me-
mang harus menghapus
pun, harus ada persyarat-
an cukup ketat.

“Namun, memang skema
penghapusan juga belum
ada kejelasan karena hingga
LHP BPK dirilis, belum ada
Organisasi Perangkat Dae-
rah (OPD) yang mengusul-
kannya,” jelasnya.

Menurut politikus PKS
ini, beberapa temuan ini
sebenarnya bisa dihindari
jika sejak awal Pemkot te-
lah memiliki sistem peng-
awasan dan pengendalian
tata kelola pajak daerah
vang kuat. Pemkot pun

juga telah memiliki Perda
1/2011 tentang Pajak Da-
erah dan Peraturan Wali
Kota 51/2011 sebagai pe-
tunjuk pelaksanaannya.
“Hanya pada kenyataan-
nya, Pemkot belum memiliki
acuan dan tahapan yang
jelas untuk proses eksekusi
piutang.” ulasnya.

pajak hotel Ini memang per-
soalan tahunan yang selalu
tercantum dalam LHP BFK.
Selain pajak hotel, beberapa
di antaranya juga- menjadi
temuan tahunan seperti,
retribusi sampah, dan juga
pajak reklame.
Menurutnya, temuan ini
merupakan momentum

L

penting untuk membenahi
kinerja Pemkot dalam me-
ngelola pendapatan da-
erah. Karena, tahun ini
dana transfer darl peme-
rintah pusat banyak yang
terkoreksi sehingga sum-
ber dana yang bisa dimak-
simalkan hanya dari pos
pendapatan daerah.

Dia mengatakan, Pansus
akan bekerja selama dua
bulan sebelum proses pe-
nyusunan rencana kerja ta-
hun 2018 rampung paling
lambat Mei mendatang. Ka-
rena hasil kerja pansus juga
akan disedorkan sebagai
bahan pertimbangan untuk
menyusun rencana kerja
2018. [ais)
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